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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA DAN/ATAU TERDAKWA
PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika,Pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka atau
Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika perlu penanganan secara
khusus dengan menempatkan dalam lembaga
Rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan
perawatan dalam rangka pemulihan;

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika,
Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses
peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga
Rehabilitasi;
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Mengingat

bahwa dalam rangka menentukan peran tersangka
sebagai Pecandu Narkotika dan/atau Korban
Penyalahgunaan Narkotika yang dapat diberikan
rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial
berdasarkan rekomendasi hasil dari Tim Asesmen
Terpadu;

bahwa Pecandu Narkotika dan/atau Korban
Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan sebagai
Tersangka atau Terdakwa dalam perkara Tindak
Pidana Narkotika selama proses peradilan perlu
penanganan secara khusus melalui penempatannya
ke dalam lembaga Rehabilitasi guna memperoleh
pengobatan  dan perawatan dalam rangka
pemulihan; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional tentang Tata Cara Penanganan
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5211);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional,

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor
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01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor
11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor
PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014,
PERBER/01/111/2014/BNN tentang Penanganan
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke
Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);

6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor
3 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Narkotika Nasional;

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor
4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1161); dan

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014
tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA DAN/ATAU

TERDAKWA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA
REHABILITASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan
pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa
hak atau melawan hukum.

Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak
sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu,
dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
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10.

11.

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh
dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus
dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama
dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara
tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Narkotika Pemakaian Satu Hari adalah Narkotika jumlah tertentu
yang dibawa, dimiliki, disimpan dan/atau dikuasai untuk digunakan
oleh penyalah guna Narkotika.

Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan
Tim Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan satuan kerja setempat
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional,
Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota.

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan
Narkotika.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu
Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam
kehidupan masyarakat.

Lembaga Rehabilitasi Medis adalah Fasilitas pelayanan kesehatan
yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban
Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah Tempat atau panti yang
melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Pecandu, Korban
Penyalahgunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh
Menteri Sosial.

Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan
medik dasar baik umum maupun khusus.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan ini adalah:

a.

menjadi pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan
hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat
menjalani rehabilitasi; dan
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mengatur pelaksanaan penempatan Tersangka ke dalam lembaga
rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan
akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

BAB Il
PELAKSANAAN

Pasal 3

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang
tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau
Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani
proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan
diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga
rehabilitasi.

Penentuan rekomendasi Pecandu Narkotika da Korban
Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil rekomendasi
Tim Asesmen Terpadu.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang
tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris,
ditempatkan di rumah sakit pemerintah yang biayanya ditanggung
sendiri atau keluarga serta bagi yang tidak mampu ditanggung oleh
pemerintah sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta
tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan
rehabilitasi, biaya menjadi tanggungan sendiri atau keluarga.

Keamanan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang ditempatkan
dalam lembaga rehabilitasi atau rumah sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan oleh rumah sakit
dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan
tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan
Pihak Polri.

Pasal 4

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang
tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka penyalahgunaan
Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti
Narkotika dan terbukti positif menggunakan Narkotika sesuai dengan
hasil tes urine, darah, dan/atau rambut, ditempatkan di lembaga
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